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PIMPINAN RS  

Menjamin 
kepatuhan staf 

terhadap regulasi 
yg ditetapkan 
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PERAN PIMPINAN RS DALAM  
STANDAR AKREDITASI BARU  

Rangkuman Bab Tata Kelola Kepemimpinan dan Pengarahan 



DEFINISI FRAUD 

 



FRAUD DI RS MASA KINI 

1. Penagihan untuk layanan yang tidak diberikan  
2. Melakukan layanan medis yang tidak perlu semata-

mata untuk memperoleh pembayaran asuransi  
3. Mengubah formulir klaim, dokumentasi medis, dll 

untuk mendapatkan pembayaran lebih tinggi  
4. Gandakan penagihan (disengaja)  
5. Unbundling 
6. Upcoding (penagihan untuk layanan yang biaya lebih)  
7. Meminta, menawarkan, atau menerima kickback 

untuk rujukan pasien dalam pertukaran untuk layanan 
lain 



KEMUNGKINAN FRAUD DALAM INA 
CBGs 

1. Kecenderungan Upcoding 

2. Kecenderungan unbundling 

3. Kecenderungan dipulangkan sebelum waktunya  

4. Pasien diminta pulang dan diminta masuk lagi 
kerumah sakit 

5. Pasien tidak pulang, di administrasi pulang dan 
masuk lagi ke rumah sakit 

6. Menambah severity level tanpa bukti 
pendukung 

 



UP CODING… 
Kelas B reg 1 ranap… 



PENYEBAB FRAUD DI RS 
 

• Ketidak tahuan tentang  Fraud 

• Adanya peluang 

• Perbedaan harga INA CBGs dengan tarif Fee for 
Service tinggi 

• Tak ada /Belum ada sangsi 

• Gaji kecil 

• Tak ada kontrol internal terhadap Fraud 

• RS tak/belum  ada sistem/upaya mencegah Fraud 

 

 



BILA ADA TUDUHAN FRAUD DI RS 
OLEH PENEGAK HUKUM 

• APAKAH FRAUD BY SYSTEM 
ATAU FRAUD BY PERSONAL ?  

• APAKAH RS SUDAH ADA SYSTEM 
PENCEGAHAN FRAUD ?  



BILA……………………….. 

• Belum ada Sistem anti Fraud   

• Belum ada Kebijakan dan prosedur untuk 
mencegah dan melarang fraud serta upaya 
sosialisasi  

• Belum ada sistem pengawasan dan 
monitoring mencegah fraud  

 

TUDUHAN FRAUD BISA MENGARAH KEPADA 
DIREKTUR   fraud by sistem  



DIREKTUR RS HARUS PAHAM DAN PEDULI FRAUD  

NASIB DIREKTUR TERGANTUNG 
PEMAHAMAN DAN KEPEDULIANNYA 

TERHADAP FRAUD DAN SISTEM 
ANTI FRAUD RS YG DIBANGUNNYA 



 



RS YANG RAWAN TUDUHAN FRAUD 
…………. 

• Sistem pencegahan Fraud belum ada 

• Di RS banyak yang BELUM PAHAM apa itu fraud 

• Perilaku staf dalam menulis rekam medis , 
..data tak lengkap, illegible hand writing 

• Dokumentasi salah …  

• Perilaku menulis RM masih jelek ……… 

• IT tidak mendukung, 

• Banyak dokter tak paham fraud 



MASALAH 

• Pedoman tentang fraud dari pemerintah 
belum ada 

• Beberapa tarif INA CBGs masig 
rendah…dijadikan  alasan upcoding : tanpa 
sengaja, dengan alasan supaya tak rugi 

• Verifikator BPJS  bagaimana memperkecil 
tagihan, seharusnya mencegah fraud  

 



MASALAH.. 
RS: 
• BELUM ADA KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI FRAUD 
• DIREKTUR BELUM PAHAM FRAUD 
• RS TAK PUNYA VERIFIKATOR SENDIRI  
• MELAKUKAN FRAUD  SEPERTI MEDAPATKAN PENEMUAN HEBAT 
• BELUM ADA STANDAR PELAYANAN KEDOKTERAN DI RS   PPK    

STAF MEDIS: 

• BELUM PAHAM FRAUD 

• PERILAKU MENULIS REKAM MEDIS: ILLEGIBLE HAND WRINTING, TAK 
LENGKAP 

• BEKERJA  TAK SESUAI  PPK, MEMBERIKAN PENGOBATAN BERDASARKAN 
SPONSOR  

  

 

STAF RM/CODER: 

• BELUM PAHAM FRAUD 

• MEMBERIKAN CODE SECARA SEMBARANGAN 



LANGKAH MENCEGAH FRAUD 

• Buat Panduan Praktik Klinik  disertai clinical 
pathway untk masing- masing diagnosis 

• Edukasi semua pihak terkait; spi,dokter, perawat, 
coder 

• Buat edaran larangan fraud 
• Sebelum claim  dilakukan  verifikasi  internal oleh 

SPI. 
• Membuat komitmen antara RS dengan BPJS bila 

ada over payment, apa langkah –langkah yang 
harus dilakukan bersama, dan  bila ada 
persangkaan fraud di klarifikasi ke RS  



SUSUN PANDUAN PRAKTIK KLINIK 
YANG DISERTAI CLINICAL PATHWAY 

KENDALI MUTU 

KENDALI BIAYA 



BILA TAK ADA PPK DAN CLINICAL PATHWAY .. 
RS BISA RUGI… 

 



TERAPI KPD (KANKER PAYUDARA) 

Obat 

• Berbagai obat tersedia untuk kemoterapi. bisa 
menggunakan 5Flurouracil, Doxorubicin, 
Cyclophosphamide dan Paclitaxel 

Tunggal atau multipel 

• Kemoterapi dapat diberikan tunggal, hanya satu obat;  

• multipel, beberapa obat.  

• bisa menggunakan kombinasi FAC (5Flurouracil, 
Doxorubicin, Cyclophosphamide); Doxo dan Paclitaxel; 
atau hanya Paclitaxel 

 



 



HARGA PACLITAXEL 



HARGA 5 FLUOROURACIL 



PERAN DIREKTUR RUMAH SAKIT 

1. MEMBANGUN SISTEM UNTUK MENCEGAH FRAUD 
DENGAN :  

2. MEMAHAMI FRAUD: SOSIALISASI DAN EDUKASI 
3. MEMBUAT KEBIJAKAN DAN PROSEDUR UNTUK 

MENCEGAH FRAUD 
4. SUSUN PANDUAN PRAKTIK KLINIK  CLINICAL PATHWAY 
5. SOSIALISASI DAN EDUKASI KEBIJAKAN DAN PROSEDUR 

ANTI FRAUD DENGAN SEGALA BUKTI-BUKTINYA 
6. MONITOR KEPATUHAN TERHADAP KEBIJAKAN DAN 

PROSEDUR 
7. BANGUN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL : KEPATUHAN 

TERHADAP KEBIJAKAN DAN PROSEDUR    
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TERIMA KASIH 


